BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 425 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH KEPADA SINODE AM
SIDANG TAHUNAN, KONSULTASI DAN TEMU RAYA BIPRA SULUTTENG
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa belanja hibah dan bantuan kepada Sinode AM VIII,
Sidang Tahunan, Konsultasi Temu Raya Bipra SAG
Sulutteng yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 yang akan
disalurkan/diserahkan kepada penerima hibah dan Bantuan
Kepada Sinode AM telah sejalan dengan tujuan pemberian
hibah dan Bantuan kepada Sinode AM;

b. bahwa belanja hibah yang dianggarkan dalam APBD
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 sesuai
dengan kemampuan keuangan daerah dan telah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten
Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah
teraknir dengan Undang-Undang Womor 11 Tamun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 20i4 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Yegenwu Rapiblilk Tndenssin Momen RA22Y,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 465);

.Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2009 Nomor 6);

. Feraturan Daeralt Kabupaten Banggal Kepulauan Nomor 5
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
2016 Nomor 5);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1

Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dagnah, Kalvipatan, Ranggal Wepilanan, (lembarsn, Dagrah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);

. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran

2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
2021 Nomor 9);
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Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

1. Proposal Permohonan Dukungan Dana Sidang VII Sinode
AM, Sidang Tahunan Konsultasi dan Temu Raya BIPRA
Sulutteng Tahun 2021;

2. Dokumen Pelaksana Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat
Setda Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN

ALOKASI DANA HIBAH KEPADA SINODE AM, SIDANG

TAHUNAN, KONSULTASI DAN TEMU RAYA BIPRA SULUTTENG
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah Kepada Sinode

AM, Sidang Tahunan, Konsultasi dan Temu Raya BIPRA

Sulutteng Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021,

sebagai berikut:

a. Penerima Dana Hibah adalah Ir. KONDRAT D. GALALA., M.M
selaku Ketua Umum Panitia Pelaksana Sinode AM.

b. Alokasi Dana Hibah dengan total nilai Rp. 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam
lampiran Keputusan ini.

Hibah dan Bantuan Kepada Sinode AM sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU dapat diberikan setelah Penerima Hibah dan
Bantuan Kepada Sinode AM Menandatangani Naskah Perjanjian
Hibah Daerah (NPHD).

Penerima Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana hibah
yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya
dalam realisasi penggunaan dana hibah kepada Bupati.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal 2 DeSembor HOL

BUPATI BAN KEPULAUAN, ﬂ&

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

3. Inspektur Inspekitorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan;
4. Penerima yang bersangkutan.



